Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 404 /Pdt.G/2017/PA.Slw.

PN Pt d i

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa

xxxxx Kabupaten Tegal sebagai Penggugat;
MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Sopir, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Slawi Nomor: 404/Pdt.G/2017/PA.Slw., telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut;
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada
tanggal 11 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 079/54/11/2004 tertanggal 11 Februari 2004);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut tergugat mengucapkan
janji/sighot ta’lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah
kerumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 9 tahun terakhir pindah
kerumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang
lebih 3 tahun 4 bulan telah berhubungan layaknya suami isteri
(ba’dadukhul) dan dikaruniai 21orang anak bernama Raihan Afkar umur
1 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut ikut penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2014
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, meskipun
penggugat bekerja akan tetapi penghasilannya lebih banyak digunakan
untuk kepentingan tergugat sendiri sehingga pemberian nafkah kepada
penggugat kurang mencukupi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran masalah tersebut
akhirnya pertengahan bulan Juli 2016 tergugat pergi meninggalkan
penggugat pulang kerumah orangtuanya di Desa xxxxx Kabupaten Tegal
hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama
6 bulan lebih ;

6.Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah kembali
bersama penggugat, tidak pernah memberi nafkahbaik lahir maupun batin
serta tidak memperdulikan penggugat lagi;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat
berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu tergugat (TERGUGAT)
kepada penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 21 Februari
2017 Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir
selanjutnya pada hari sidang kedua tanggal 04 Juli 2017 Penggugat maupun
Tergugat tidak hadir dipersidangan akan tetapi pada sidang berikutnya
Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan kemudian
Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk

kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara
yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan akan mencabut
gugatan cerainya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup
rukun membina rumah tangganya sehingga permohonan pencabutan

gugatan penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu

apapun dan mohon penetapan;
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Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan maka

berita acara persidangan sebagai bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk
kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri
akan tetapi Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya karena
antara Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun dalam membina
rumah tangganya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya karena antara
Penggugat dan Tergugat telah kembali hidup rukun membina rumah
tangganya maka majelis hakim menilai pencabutan gugatan cerai yang
diajukan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
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2. Menyatakan perkara Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.SLw. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami
Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H.
dan Drs. H. Alwi, M.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fauzan sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
Hakim Anggota Panitera Pengganti

Drs. H. Alwi, M.H.I. Drs. Fauzan.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses . Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai __Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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